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Salinan PUTUSAN
Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.BKl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap
perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 April 1987, umur 36
tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga SMA,
alamat Dusun, -, Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bangkalan,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 April 1990, umur 33
Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat
tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten
Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti surat dan

saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 17

Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan,

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.BKI.,, pada hari itu juga yang pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 September 2021 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 09 September 2021;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Dusun, -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten
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Bangkalan selama kurang lebih 1 Tahun, dan telah berhubungan layaknya

suami istri dan belum dikaruniai anak :

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kurang lebih sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan;

- Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, seperti saat
Penggugat belanja kebutuhan dapur Tergugat selalu marah-marah
kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh;

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat,
karena Tergugat seringkali malas untuk bekerja. Untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat.
Oleh karena hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering
bertengkar;

4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
Agustus 2023 dimana saat Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja
agar ada pemasukan, namun Tergugat malah marah-marah dan
mengatakan bahwa Penggugat tidak berguna selama berumah tangga.
Kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, hingga
akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan
sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan
lahir batin;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan
ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023
(selama kurang lebih 5 Bulan), dimana saat ini Penggugat tetap di rumah
orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri baru
Tergugat;

6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
hubungan baik lahir maupun batin;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai
dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran
Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina
rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena
Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi
sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut isi dan
maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 09 September 2021 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten
Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai
dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK -, yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependuudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
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Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, di nazegelen dan sesuai
dengan aslinya, (bukti P.2);
II. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat kediaman di Desa -, Kecamatan -,
Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah kakak
kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum
dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal
di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangganya rukun harmonis namun kemudian
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih selama 6 bulan dan sudah tidak berhubungan lagi;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun kembali
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 58 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Perangkat Desa, bertempat kediaman di Desa -, Kecamatan -,
Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah perangkat desa Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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- Bahwa sejak Januari 2022 rumah tangganya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih selama 6 bulan dan sudah tidak berhubungan lagi;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun kembali
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi
selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap
pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini
dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir,
sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta
ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. Perkara ini dapat diperiksa dan
diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
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2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 ternyata
tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar
Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat dengan alasan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sejak bulan Januari 2022 sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan pula
telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan melihat aslinya, maka
oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat
bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karena mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo.
Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat telah

menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 September 2021, relevan dengan
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dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti P.1
tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah
suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan
gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi,
saksi tersebut telah dewasa dan dari keluarga atau orang dekat kedua belah
pihak, serta memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka
sidang, berdasarkan Pasal 145 HIR, dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggut
memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering
berselisin dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu cemburu tanpa
alasan yang jelas, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
sehingga keduanya pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama pisah
tempat tinggal keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan berhubungan
lagi, saksi-saksi juga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti
surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta :
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah pada

tanggal 9 September 2021 dan dikaruniai 2 orang anak;
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2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Januari 2022 yang disebabkan karena Tergugat
selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6
bulan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat kemudian antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung
selama 6 bulan dan telah diupayakan mendamaikan oleh pihak keluarga dan
Majelis Hakim agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali membina
dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat
dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian
menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk kembali rukun, sehingga unsur pertengkaran terus menerus dan unsur
pisah tempat tinggal telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah
pecah (broken Marriage), sudah tidak ada lagi ikatan batin antara Penggugat
dan Tergugat sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga
terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 bulan dan tidak
ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, meskipun telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis
Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak dapat diharapkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan

kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai
maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti
itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya
masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak
lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah
tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling
membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut,
maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan
menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang
tercantum dalam Kitab Figih Sunnah Juz Il halaman 248 :
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Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti

yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah

tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk

rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua

belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami
terhadap istrinya®;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak
memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula
menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat
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fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut
masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Bangkalan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahannya Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, biaya perkara biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak
hadir di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
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Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari 5 Februari 2024 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Hj. Nurul Laily,
S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H., dan Drs. Ainurrofiq ZA.
masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Utik
Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri

oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Drs. H. Farihin, S.H., Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd
Drs. Ainurrofiq ZA.

Panitera Pengganti

ttd
Utik Inayatin, S.Ag., M.H.
Perincian biaya :
1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
2. Biaya proses : Rp 100.000,00
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3. Panggilan : Rp 600.000,00
4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan : Rp 200.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah).
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